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WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5  TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA

KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN

Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa  dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan,
profesionalisme kinerja, disiplin, semangat kerja dan
produktivitas serta tanggung jawab terhadap tugas dan
kewajiban bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan,
perlu untuk diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetpan Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Kepada Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peratura_n
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indones.la
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peratural.'{
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ga:_]l
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 14);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

KEDUA:

KETIGA:

Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan
Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Wali Kota ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini
mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.

KEEMPAT: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 januari €2/

WALI KOTA BANJARMASIN,

=

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DAN TENAGA KESEHATAN

BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN

= = BESARAN TAMBAHAN
NO TINGKAT PENDIDIKAN PENGHASILAN PEGAWAI

- delge . = - - __(Rp)
Tenaga Kesehatan

1 | S-1 Profesi Dokter/Dokter Gigi 1.400.000

2 |S-1 900.000

3 | D-lI 800.000

4 | SMA/SMK 700.000
Tenaga Teknis

1 S-1 900.000

2 | D-III 800.000

3 | SMA/SMK 700.000

WALI KOTA BANJARMASIN,
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IBNU SINA



